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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian normatif dengan judul 

‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT 

Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota 

Komisi Pemilihan Umum‛ yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang 

bagaimana tinjauan yuridis Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT 

tentang pembatalan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat anggota 

komisi pemilihan umum dan bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap Putusan 

PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan keputusan 

pemberhentian dengan tidak hormat anggota komisi pemilihan umum. 

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode studi 

kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga 

menjadi data yang konkrit mengenai Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-

JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 

Anggota Komisi Pemilihan Umum dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori 

hukum Islam yakni, Fiqh Siya>sah. 

Hasil penelitian menunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT menyatakan bahwa dasar yang 

menjadi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 yakni Putusan 

DKPP Nomor 317/2019 mengandung cacat yuridis karena bertentangan Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 458 ayat (3), (4), (5), (8) Undang-

Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Pasal 36 Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 

2019 sehingga pengadilan memutuskan untuk menyatakan batal Keputusan 

Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020. Permasalahan terkait pemberhentian dengan 

tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik 

berdasarkan konsep fiqh siya>sah dapat diselesaikan oleh wila>yah al-maz}a>lim 

yang mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman 

penguasa kepada hak-hak rakyat. Evi kehilangan hak dan kesempatan untuk 

mengajukan hak pembelaan diri selama sidang aduan dkpp. 

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwasanya Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu yang berperan sebagai lembaga kuasi peradilan dalam 

penyelenggaraan pemilu seharusnya lebih berhati-hati dalam memutuskan 

pengaduan atau pelaporan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan sehingga 

tetap menjaga marwah integritas dan kredibilitas institusi penyelenggara pemilu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam 

susunan kelembagaannya tidak mengalami perubahan dari Undang-

Undang Pemilihan Umum sebelumnya yakni terdiri dari Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut mendapatkan amanat 

dari undang-undang dalam menjalankan penyelenggaraan Pemilihan 

Umum dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing serta 

didesain untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas. 

Secara kelembagaan, ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan 

fungsional dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas. 

Namun ketika terdapat oknum Penyelenggara Pemilihan Umum 

melakukan dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum, maka 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan sifat independensi dan 

imparsialitas yang dimiliki dapat mengadili oknum Penyelenggara 

Pemilihan Umum tersebut.
1
 

                                                           
1
 Muh. Risnain, Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas, Jurnal Etika & Pemilu, Vol 5, No. 1 

(Desember, 2019), 32. 
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Kode etik penyelenggara Pemilihan Umum  merupakan pedoman 

perilaku bagi penyelenggara Pemilihan Umum yang mengacu pada 

kesatuan antara asas, moral, etika dan filosofis, sehingga telah ditentukan 

mengenai kewajiban maupun larangan terkait beberapa tindakan atas 

perilaku dikatakan patut atau tidaknya dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Umum. Permasalahan mengenai etika dalam ranah Pemilihan Umum 

sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan suatu hal yang 

mencerminkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2
 

Tugas dan kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tertuang dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 

07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  yakni untuk memeriksa dan 

memutus perkara pelanggaran terkait kode etik Penyelenggara Pemilihan 

Umum. Atas tugas dan kewenangannya tersebut, putusan yang 

dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu bersifat 

mengikat  dan wajib dipatuhi oleh  Penyelenggara Pemilihan Umum.
3
 

Belakangan ini terdapat permasalahan terkait dengan kewenangan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memutus sengketa 

pelanggaran kode etik. Permasalahan tersebut muncul karena Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk memberhentikan 

tetap salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

                                                           
2
 Sri Warjiyati, Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Meweujudkan Pemilu yang 

Demokratis di Indonesia, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), Vol. 08, No. 1(2020), 33. 
3
  Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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periode 2017-2022 yaitu Evi Novida Ginting Manik didalam Putusan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019. 

Problematika pemberhentian Evi bermula dari Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memutus bahwasanya Evi 

bersalah dalam kasus perolehan suara Calon Legislatif Partai Gerindra 

Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 06.
4
 

Pengaduan tersebut dilakukan oleh Hendri Makaluasc kepada 

tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam 

aduan tersebut duduk sebagai Teradu I - VII dan empat anggota Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat duduk sebagai Teradu VIII - 

XI. Dalam pokok aduannya, Hendri menyebutkan bahwa Para Teradu 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengintervensi Para Teradu 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam penetapan 

hasil perolehan suara dan penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan 

perbaikan rekapitulasi perolehan suara Partai Gerindra dan penetapan 

calon secara keseluruhan, dengan mengikuti Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 154/PHPU/2019. Dalam menindak lanjuti putusan 

                                                           
4
 Sulastri, Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan 

PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT), Wasaka Journal Critical Law Review, Vol. 1 No. 1, 2020, 

74. 
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tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Keputusan Nomor 

42/Pl/01.08-Kpt/61/Prov/VIII/2019 untuk memperbaiki dan menetapkan 

hasil perolehan suara untuk Hendri Makaluasc sebanyak 5.384 yang 

semula 5.325 suara serta menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai calon 

terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan 

Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
5
 

Dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara pasca Putusan 

Mahkamah tersebut dilaporkan kembali oleh Hendri Makaluasc ke Badan 

Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas adanya dugaan pelanggaran 

administrasi. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 

mengeluarkan putusan atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan 

Umum dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat untuk mengoreksi perolehan suara dan penetapan calon 

terpilih sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019 yang telah 

dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

154/PHPU/2019. 

Didalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sanggau tersebut disebutkan untuk menetapkan suara Hendri Makaluasc 

sebanyak 5.384 yang semula 5.325 suara dengan mengoreksi perolehan 

                                                           
5
 Ibid., 75 
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suara Cok Hendri Ramapon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 06 Nomor Urut 07, 

sebanyak 4.185 suara yang semula 6.599 suara. Selain itu juga 

menetapkan Hendri Makaluasc sebagai Calon terpilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Atas putusan tersebut, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat 

permohonan arahan pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu 

Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.  

Surat permohonan itu selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia dijawab dan diberikan arahan agar pada pokoknya 

tetap mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHPU/2019. 

Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 

dengan menghasilkan Keputusan Nomor 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 

yang mana isinya sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019. 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian 

memanggil kembali Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

untuk mengadakan Rapat Pleno terkait klarifikasi dan penjelasan 

mengenai pelaksanaan putusan tersebut dengan saran agar tetap 

mengikuti amar Putusan Mahkamah. Lalu ditetapkan keputusan yang 

berisi mengenai penetapan hasil perolehan suara Hendri Makaluasc 
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sebanyak 5.384 yang semula 5.325 suara dan suara Cok Hendri Ramapon 

yang semula 4.185 suara menjadi 6.599 suara. Serta membatalkan Hendri 

Makaluasc sebagai calon terpilih dengan menetapkan Cok Hendri 

Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

`̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀`̀̀̀̀̀̀̀̀̀`̀̀̀̀̀̀̀̀̀ ``̀̀̀̀̀̀̀̀̀ `̀̀̀̀̀̀̀̀̀ `̀Ditemukan fakta saat sidang pembacaan aduan, bahwa Hendri dan 

Kuasa Hukumnya telah membacakan Surat Pencabutan Aduan tersebut. 

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu bahwa, ‚Dalam hal pengaduan dan/atau Laporan 

yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi Materiil dicabut oleh 

Pengadu dan/atau Pelapor, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.‛.
6
, maka 

atas dasar tersebut persidangan oleh Majelis Hakim tetap dilanjutkan 

dengan tidak adanya keterangan Hendri Makaluasc sebagai Pengadu. ``````` ``` `̀̀̀̀̀̀̀ `̀̀̀̀̀̀̀̀̀ `̀̀̀̀̀̀̀̀̀ `̀̀̀̀̀̀̀̀̀ `̀̀̀̀̀̀̀̀̀̀ `̀̀̀̀̀̀̀̀ 

Selain itu, Majelis Hakim telah dua kali memanggil Evi Novida 

untuk hadir dalam persidangan. Namun Evi Novida tidak dapat 

menghadiri pada persidangan pertama karena menjadi Narasumber 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia dan ketidakhadiran kedua 

karena sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit. Hingga 

pada akhirnya dilaksanakannya Rapat Pleno pengambilan putusan, 

                                                           
6
 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
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Majelis Hakim belum mendengarkan pembelaan dari Evi Novida terkait 

dengan aduan tersebut. 

Sedangkan didalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim 

disebutkan bahwa Evi Novida duduk sebagai Teradu VII yang menjabat 

sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga menjabat sebagai 

Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat memiliki 

tanggung jawab lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan 

akibat penetapan hasil Pemilihan Umum. Evi Novida seharusnya 

bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi terkait penetapan dan 

pendokumentasian hasil Pemilihan Umum.  

Sehingga akhirnya ditetapkan Putusan Dewan Kehormatam 

Peyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam putusan 

tersebut, Para Teradu terbukti melanggar beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 

2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan 

Umum. Dalam amar putusannya Evi sebagai Teradu VII mendapatkan 

sanksi berupa pemberhentian tetap, sedangkan Para Teradu lain dari 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan 
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Umum Provinsi Kalimantan Barat secara sendiri-sendiri mendapatkan 

sanksi berupa peringatan.
7
 

Kemudian sebagai tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilihan Umum khusus amar nomor 3 dan nomor 7, 

pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

34/P.Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Setelah 

terbitnya Keputusan Presiden tersebut, secara otomatis Evi Novida sudah 

tidak lagi menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia. Evi Novida akhirnya melayangkan gugatan terhadap keputusan 

tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT. Dalam gugatannya, Evi memohon kepada 

pengadilan untuk menyatakan tidak sah dan mencabut Keputusan 

Presiden yang menjadi objek sengketa. 

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwasanya, Pengadilan Tata 

Usaha Negara merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

Negara.
8
 Maka atas dasar tersebut pengadilan memiliki kewenangan 

untuk memeriksa objek sengketa yang dalam gugatan tersebut merupakan 

Keputusan Presiden. Karena hal yang mendasari adanya keputusan 

                                                           
7
 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 

8
 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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tersebut merupakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 

maka putusan tersebut juga tidak terlepas pengujian keabsahannya oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Namun pengujian yuridis oleh Pengadilan hanya dibatasi dari 

aspek kewenangan dan aspek prosedural saja. Hal tersebut dilakukan, 

sebagai dasar penghormatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilihan Umum sebagai organ Tata Usaha Negara yang melaksanakan 

fungsi kuasi peradilan. Selain itu, pengadilan juga menghindari penilaian 

dalam aspek substansi untuk menghindari kemungkinan ultra vires 

dengan masuknya pengadilan ke ‚kotak pandora‛ penilaian. 

Dalam pertimbangan pengadilan berpendapat bahwa secara 

prosedur Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut 

bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), ayat 

(5) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum maupun dengan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019. Namun secara 

kewenangan, Pemerintah dinilai sudah tepat dengan mengeluarkan 

Keputusan Presiden tersebut sepanjang dilakukan dalam rangka 

menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

Sehingga, karena yang menjadi penerbitan Keputusan Presiden 

tersebut mengandung cacat yuridis, maka dengan sendirinya keabsahan 
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keputusan tersebut menjadi tidak terpenuhi secara yuridis. Pengadilan 

Tata Usaha Negara akhirnya memutuskan untuk mengabulkan seluruh 

gugatan Evi Novida Ginting yang dalam salah satu amar putusannya 

memerintahkan untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 34/P Tahun 2020.
9
 

Namun setelah adanya penetapan Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu, cenderung kurang menerima putusan Pengadilan 

Tata Usaha Jakarta tersebut yang juga mengoreksi Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019. Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu berpegang teguh bahwa sifat putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang final dan mengikat, dan belum 

ada mekanisme banding terhadap putusan peradilan etik. 

Dalam Hukum Tata Negara Islam, kekuasaan kehakiman sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara terkait permusuhan, pidana dan 

penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya 

kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan haknya, 

mengawasi harta wakaf, dan lain-lain. Karena tujuan pengadilan dalam 

Islam bukan hanya untuk mengorek kesalahan namun untuk menegakkan 

kebenaran. 

                                                           
9
 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT 
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Eksistensi pembentukan lembaga pengadilan dalam perspektif 

Fiqh Siya>sah terdapat dalam bidang Sultah al-Qadha’iyyah (lembaga 

peradilan) yang ada sejak awal sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW 

disamping sebagai Kepala Negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. 

Namun, setelah wilayah negeri Islam berkembang dan meluas, beliau 

memberikan mandat kepada beberapa orang sahabat sebagai hakim.
10

 

Dalam perkembangannya, Sultah al-Qada>iyyah (lembaga 

peradilan) dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani yakni,Wila>yat 

al-Qadha’, Wila>yat al-Hisbah, dan Wila>yat al-Maz}a>lim. Wila>yat al-Qaha’  

merupakan lembaga peradilan yang memutus perkara-perkara umum 

sesama warganya, mengenai pidana maupun perdata. SedangkanWila>yat 

al-Hisbah memiliki wewenang untuk menjalankan amar ma’ruf ketika 

yang ma’ruf mulai ditinggalkan. Adapun lembaga peradilan yang khusus 

menangani kezaliman para penguasa terhadap hak-hak rakyat merupakan 

Wila>yat al-Maz}a>lim.
11

 

Menurut Muhammad Iqbal, Wila>yat al-Maz}a>lim adalah sebagai 

lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara 

dalam melaksanakaan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik 

yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat. Fungsi 

dari Wila>yat al-Maz}a>lim sendiri yakni memperhatikan adanya pengaduan 

                                                           
10

 Sukirno, ‚Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran Hukum 

Ketatanegaraan Islam)‛, (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2014), 6. 
11

 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 32-33 
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atas tindakan sewenang-wenang, para pejabat terhadap harta kekayaan 

negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya.
12

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat 

judul ‚Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan PTUN Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian 

Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum‛. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya : 

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam 

memutus dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang 

melanggar kode etik. 

2. Adanya permasalahan terkait dengan Putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 perihal 

pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan 

Umum. 

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-

JKT ditinjau dari Fiqh Siya>sah. 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 159. 
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C. Batasan Masalah 

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Tinjauan Yuridis terhadap Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-

JKT tentang pembatalan keputusan pemberhentian dengan tidak 

hormat anggota Komisi Pemilihan Umum. 

2. Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Putusan PTUN Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan keputusan pemberhentian 

dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan identifikasi 

masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis putusan PTUN Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan keputusan pemberhentian 

dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum ? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya<<sah terhadap putusan PTUN Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT tentang pembatalan keputusan pemberhentian 

dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum ? 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah deskripsi singkat atau penelitian yang 

sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak ada pengulangan atau 

duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.
13

 Kajian Pustaka ini 

dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki objek kajian yang tidak hampir sama, antara lain : 

1. ‚Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan 

DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan PTUN Nomor 

82/G/2020/PTUN.JKT), Jurnal ini ditulis oleh Sulastri, Sekolah 

Tinggi Ilmu Sultan Adam. Dalam jurnal ini berisi kajian mengenai 

kedudukan putusan dan akibat hukum Putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DPD/X/2019 pasca putusan 

Pengadilan Tata Usaha Neegara Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.
14

 

Sedangkan dalam skripsi saya lebih fokus membahas mengenai 

Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan PTUN Nomor  

82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan 

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan 

Umum. 

                                                           
13

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabaya; UINSunan Ampel Press, 2014), 8. 
14

 Sulastri, Urgensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 & Putusan 

PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT), Wasaka Journal Critical Law Review, Vol. 1 No. 1 (2020) 
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2. ‚Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan 

Pelanggaran Kode Etik‛ Skripsi ini ditulis oleh Angga Akbar, 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam artikel skripsi ini berisi 

kajian mengenai kualifikasi pelanggaran kode etik yang menjadi 

alasan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum dan implikasi 

terhadap putusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu dalam memberhentikan Anggota Komisi 

Pemilihan Umum.
15

 Sedangkan dalam skripsi saya lebih fokus 

membahas mengenai Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan PTUN 

Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan 

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan 

Umum. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang Pembatalan Keputusan 

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan 

Umum. 

                                                           
15

 Angga Akbar, ‚Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Pelanggaran 

Kode Etik‛, (Skripsi—Universitas Sriwijaya, 2019) 
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2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tentang 

Pembatalan Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 

Anggota Komisi Pemilihan Umum.  

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penulis harapkan penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut : 

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan perihal hukum positif maupun hukum 

Islam, khususnya mengenai pemberhentian dengan tidak hormat 

anggota Komisi Pemilihan Umum dan kewenangan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memutus pelanggaran kode 

etik. 

2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pandangan maupun sumbangan ilmu dan pemikiran 

mengenai penyelesaian masalah dalam pemberhentian dengan tidak 

hormat anggota Komisi Pemilihan Umum. 

 

H. Definisi Operasional 

Untuk menyelaraskan pemahaman dan menghindari kesalahan 

penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis 
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menjelaskatentang pengertian dalam memahami judul dalam skripsi ini 

sebagai berikut : 

1. Fiqh Siya>sah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan 

yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk 

mewujudukan kemaslahatan umat.
16

 

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara 

Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu.
17

 

3. Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT adalah putusan dari 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas sengketa antara Evi 

Novida Ginting Manik dengan Presiden Republik Indonesia, dengan 

objek gugatan berupa Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 

perihal pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi 

Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2017-2022 yang dinyatakan 

batal dan dicabut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 

4. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan 

Umum adalah pemberhentian yang dilakukan oleh pejabat berwenang, 

apabila anggota Komisi Pemilihan Umum tersebut tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, 

                                                           
16

 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : UIN Press, 2014), 6. 
17

 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
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melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik yang telah 

diverifikasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
18

 

 

I. Metode Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan 

memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa 

aspek yang diteliti dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan.
19

 Berikut tahapan-tahapan penelitian : 

1. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian keputustakaan atau 

penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan 

dengan masalah atau materi penelitian.
20

 Sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki 

otoritas dan mengikat, yang mana dapat berasal dari ketentuan 

perundangan dan putusan hakim pengadilan. Meliputi : 

1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum; 

                                                           
18

 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
19

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), 101. 
20

 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) 34. 
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2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan; 

3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara 

Pemilihan Umum; 

4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 

Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Penyelenggara Pemilihan Umum; 

5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-

JKT; 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berasal 

dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 

hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Koran, Jurnal, Artikel, Internet, dan sebagainya. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik library research 

(studi kepustakaan) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan membaca, merangkum, menelaah maupun mencatat secara 
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kepustakaan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Suatu 

bentuk kajian informasi dalam bentuk tulisan yang menyangkut hukum 

dari bermacam sumber kemudian disebarluaskan dan dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif, berupa dokumen, arsip dan beberapa referensi 

lain yang relevan.
21

 

3. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan disusun menggunakan analisis 

kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan 

secara sistematis kemudian dianalisis dengan melakukan pembacaan, 

penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh 

yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT tentang Pembatalan Keputusan Pemberhentian 

Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum. Sehingga akan 

diperoleh kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang sesuai dengan 

tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka 

sistematika dalam penulisan dibagi menjadi menjadi lima bab, yang 

                                                           
21

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 2008), 165. 
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masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling 

berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut : 

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, mengenai Kerangka Teoritis yang memuat tentang 

teori Fiqh Siya>sah Dustu>riya>h meliputi definisi pengertian, ruang lingkup 

dan objek kajian Fiqh Siya>sah, dan pengertian Wila>yat al-maz}a>lim. 

Bab ketiga, memuat data penjelasan penelitian yang meliputi 

deskripsi kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota komisi 

pemilihan umum dan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara No. 82/G/2020`PTUN-JKT.  

Bab keempat, mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT untuk menjawab penelitian dalam 

perspektif Yuridis dan Fiqh Siya>sah. 

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 

Rumusan kesimpulan dengan singkat, jelas dan tidak memuat hal-hal baru 

diluar masalah yang dibahas dan memperlihatkan konsistensi kaitan 

antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. 
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BAB II 

KONSEP TEORI FIQH SIYA<SAH DUSTU<RIYAH 

 

A. Konsep Fiqh Siya>sah 

Fiqh Siya>sah merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu Fiqh. 

Pengkajian ilmu Fiqh  sendiri meliputi individu, masyarakat, dan negara 

yang mencakup bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, kekeluargaan, 

warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan 

hubungan internasional, perang, damai serta traktat. Fiqh Siya>sah dapat 

diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk 

pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 

sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan umat.
1
 

Dalam menentukan ruang lingkup Fiqh Siya>sah yang diajukan ahli 

yang satu berbeda dengan ahli yang lain. Namun perbedaan tersebut 

bukan suatu hal yang prinsipal. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al-

Ahkam al-Sultha>niyah telah membagi ruang ligkup Fiqh Siya>sah kedalam 

lima bagian yaitu Siya>sah Dustu>ri>yah, Siya>sah Ma>li>yah, Siyasah 

Qadha>iyah, Siya>sah Idari>yah, Siya>sah Harbiyyah Syar’iyyah. 2  

                                                           
1
 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UINPress, 2014), 6. 

2
  A .Djazuli, Fiqh Siya>sah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, 

(Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 30. 
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Sedangkan untuk pembagian lingkup Fiqh Siya>sah dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:
3
 

1. Siya>sah Dustu>ri>yah (Politik Perundangan). Bagian yang mencakup 

mengenai peninjauan mengenai ketetapan hukum atau tasyri>’iyah 

oleh lembaga legislatif, peradilan atau qad}a>’i>yah oleh lembaga 

yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau ida>ri>yah oleh birokrasi 

atau eksekutif; 

2. Siya>sah Khari>ji>yah (Politik Luar Negeri). Mengenai hubungan 

keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan 

muslim yang bukan warga negara. Disini terdapat masalah politik 

peperangan atau Siya>sah H}arbi>yah, yang mengatur etika berperang, 

dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan 

perang, dan gencatan senjata. 

3. Siya>sah  Ma>li>yah (Politik keuangan dan moneter). Mengenai sumber-

sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, 

perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak 

dan perbankan. 

Sumber-sumber dalam setiap pengkajiannya telah dimiliki oleh 

setiap disiplin ilmu. Dari sumber-sumber tersebut, disiplin ilmu dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Sebagai 

salah satu cabang disiplin ilmu Fiqh, Fiqh Siya>sah memiliki sumber yang 

                                                           
3
 Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16 
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dapat dirujuk dan dijadikan pedoman. Sumber Fiqh Siya>sah dibedakan 

menjadi dua sumber, yakni sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-

Nabrawi telah membagi sumber Fiqh Siya>sah menjadi tiga bagian, Al-

Quran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Sunnah, 

maupun sumber yang berupa warisan umat muslim terdahulu. 

Ahmad Sukardi menjelaskan bahwa selain bersumber dari Al-

Quran dan Sunnah, kajian Fiqh Siya>sah dapat bermula dari manusia dan 

lingkungannya, seperti pendapat ahli politik, urf, atau kebijaksanaan 

masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa 

lalu dan aturan-aturan yang pernah  dibuat sebelumnya. Selain itu, dalam 

mempelajari Fiqh Siya>sah dapat menggunakan sumber lain seperti 

perjanjian antar negara dan konvensi antar negara.4 

 

B. Konsep Siya>sah Dustu>riyah 

Siya>sah Dustu>ri>yah merupakan bagian dalam Fiqh Siya<sah yang 

mengkaji perihal perundangan-undangan negara agar sesuai dengan nilai-

nilai syari’at. Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul Fiqh 

Siya>sah5
, Siya>sah Dustu>ri>yah dapat dimaknai sebagai rangkaian dari Fiqh 

Siya>sah yang memiliki hubungan dengan ketentuan dasar mengenai 

bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala 

                                                           
4
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2001), 14-15. 
5
 J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40. 
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negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan 

pengaturan hak-hak yang diperlukan bagi perorangan dan masyarakat, 

serta hubungan antara penguasa dan rakyat. 

Dalam rumusan Undang - Undang Dasar di setiap prinsipnya 

merupakan jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan derajat setiap 

anggota masyarakat di hadapan hukum, tanpa memandang kelas sosial, 

kekayaan, pendidikan dan agama. Dengan cara demikian, maka tujuan 

dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang 

merupakan prinsip Fiqh Siya>sah akan terwujud. 

A. Jazuli membedah ruang lingkup bidang Siya>sah Dusturi>yah 

mengenai masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat 

maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya (lembaga internal). 

Namun karena cakupan yang terlalu luas, kemudian diarahkan pada 

bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam permasalahan 

kenegaraan. Beradsarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf, setiap prinsip 

yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar merupakan 

jaminan atas hak-hak asasi manusia dan persamaan kedudukan setiap 

anggota masyarakat di hadapan hukum, tanpa membedakan status. 

Selain itu, A. Jazuli memetakan bidang Siya>sah Dustu>ri>yah 

mengenai permasalahan: 1) Ima>mah, hak dan kewajibannya; 2) Rakyat, 

hak dan kewajibannya; 3) Bai’at; 4) Waliyu al-‘aqd; 5) Perwakilan; 6) 
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Ahlul h}alli wa al-‘aqd; 7) Wiza>rah dan perbandingannya. Selain itu ada 

yang berpendapat bahwa bidang kajian Siya>sah Dustu>ri>yah meliputi: 1) 

Konstitusi; 2) Legislasi; 3) Ummah; 4) Shu>ra> atau demokrasi.
6
 

Perihal masalah hubungan timbal balik antara pimpinan dengan 

rakyatnya maupun lembaga internal yang selanjutnya diatur dalam 

peraturan perundangan mengenai permasalahan kenegaraan, sehingga 

sebuah negara dituntut untuk dibagi atas beberapa kekuasaan merupakan 

bagian dari kajian Siya>sah Dustu>ri>yah. Terkait dengan distribusi 

kekuasaan di dalam sebuah negara, para ulama berbeda pendapat dalam 

menggambarkan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. 

Dalam konsep negara Islam, Kekuasaan (sult}ah) menurut Abdul 

Wahhab Khallaf terbagi menjadi tiga, yaitu:
7
 

1. Sult}ah tasri>’i>yah (Lembaga Legislatif), yakni lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang; 

2. Sult}ah tanfid}i>yah (Lembaga Eksekutif), yakni lembaga negara yang 

berfungsi menjalankan undang-undang; 

3. Sult}ah qad}a>’i>yah (Lembaga Yudikatif),  yakni lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan kehakiman. 

Menyinggung tentang kekuasaan kehakiman yang memiliki peran 

penting guna menyelesaikan perkara perlawananan, pidana dan 

                                                           
6
 Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam ..., 25-27. 

7
 Ibid., 29. 
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penganiayaan, mengambil hak dari orang yang terdzalimi dan 

mengembalikannya, melindungi orang yang kehilangan haknya, 

mengawasi harta wakaf, dan lain-lain. Karena pengadilan dalam Islam 

memiliki tujuan bukan hanya untuk mengoreksi pelanggaran sehingga 

dapat dihukum, namun untuk menegakkan kebenaran. Para ulama Fiqh 

meyakini bahwa lembaga peradilan adalah lembaga independen yang 

tidak akan membedakan pihak yang berselisih di depan majelis hakim. 

Setiap tugas-tugas pemerintahan umum tidak dapat dipisahkan  dari salah 

satu lembaga yakni lembaga peradilan .
8
 

Berdasarkan jenis perkara yang ditangani, dalam 

perkembangannya lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam 

dibedakan menjadi beberapa bagian. Lembaga peradilan tersebut meliputi 

Wilayah al-Qad}a, Wilayah al-Maz}a>lim, dan Wilayah al-H}isbah. Wila>yah 

al-Qad}a merupakan lembaga peradilan  yang bertanggung jawab untuk 

mengadili perkara baik perdata maupun pidana. Wila>yah al-H}isbah 

menurut al-Mawardi merupakan wewenang untuk menegakkan amar 

ma’ruf  ketika yang ma’ruf mulai ditinggalkan. Adapun Wila>yah al-

Maz}a>lim ialah lembaga peradilan yang secara khusus menangani 

kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.
9
 

 

                                                           
8
 Mochammad Tommy Kusuma, ‚Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 

65/P/HUM/2018 tentang Pencallonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Politik‛, 

(Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2019),26. 
9
 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam..., 32-33. 
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C. Wila>yah al-Maz}a>lim 

Kata Wila>yah dapat diartikan kekuasaan tertinggi, aturan dan 

pemerintahan. Sedangkan kata al-Maz}a>lim secara literal berarti 

kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi 

Wila>yah al-Maz}a>lim merupakan bahwa kekuasaan pengadilan yang lebih 

tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang memiliki tugas guna 

memeriksa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap 

rakyat biasa. Wila>yah al-Maz}a>lim  juga memiliki tugas  dalam mengadili 

para pejabat negara, termasuk khalifah, gubernur, dan pejabat pemerintah 

lainnya yang berbuat zalim / tidak adil kepada rakyat.
10

 

Seluruh permasalahan mengenai kezaliman yang dilakukan oleh 

perorangan, baik oleh penguasa maupun mekanisme negara dan 

kebijakannya, masih dianggap sebagai kezaliman, sehingga diserahkan 

kepada khalifah aga memutuskan tindak kezaliman tersebut, maupun 

yang menjadi wakil khilafah dalam masalah ini, yang disebut qad}i al-

maz}a>lim. Maknanya  persoalan yang menyangkut masalah Fiqh Siya>sah  

di Wila>yah al-Maz}a>lim akan diangkat qad}i al-maz}a>lim untuk 

menyelesaikan segala kezaliman. 

Wila>yah al-Maz}a>lim mempunyai kewenangan untuk menetapkan 

perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut pejabat 

negara ataupun penyimpangan khalifah terhadap hukum syara’ atau yang 

                                                           
10

 H. A Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 113. 
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menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai 

dengan tabanni (adopsi) penguasa. Oleh karenanya, menetapkan 

keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan atas perintah 

penguasa yang maknanya, perkara tersebut harus dikembalikan kepada 

Wila>yah al-Maz}a>lim atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan 

seperti ini menunjukkan bahwa pengadilan diWila>yah al-Maz}a>lim 

memilki putusan final.
11

 

1. Sejarah Wila>yah al-Maz}a>lim 

Sejak zaman dahulu kekuasaan lembaga Maz}a>lim telah dikenal 

dalam kalangan bangsa Persia dan kalangan bangsa Arab, terlebih di 

zaman jahiliyah. Di masa Rasulullah SAW apabila terdapat pengaduan 

terhadap kezaliman yang dilakukan para pejabat maka Rasulullah 

sendirilah yang menyelesaikan kezaliman tersebut. Khulafa ar-Rasyidin 

tidak mengadakan lembaga ini, sehingga perselisihan yang terjadi 

diantara mereka diselesaikan oleh pengadilan biasa. Pada saat di akhir 

zaman pemerintahan ‘Ali, beliau merasa perlu mengadakan tindakan 

keras dengan menyelidiki pengaduan mengenai kezaliman. Namun, ‘Ali 

belum menentukan hari-hari tertentu untuk mengadili perkara tersebut. 

Permulaan Khalifah yang sengaja mengadakan waktu-waktu 

tertentu untuk memperhatikan pengaduan masyarakat kepada para 

pejabat adalah Abdul Malik bin Marwan. Dalam memutuskan perkara, 

                                                           
11

 Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam ..., 34. 
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Abdul Malik ibn Marwan berpegang pada pendapat para hakim dan para 

ahli fiqh. Umar bin Abd Al-Aziz merupakan seorang khalifah yang 

mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari tindak kezaliman. 

Maka dari itu, harta-harta rakyat yang diambil oleh bani Umayah secara 

z}alim oleh beliau dikembalikan. 

Seringkali para khulafa dahulu menyerahkan tugas mengenai 

pemeriksaan pengaduan hingga mengadakan sidang kepada wazir dan 

kepala daerah atau hakim. Pada masa itu, pengadilan dalam memutuskan 

perkara kezaliman diselenggarakan di masjid-masjid. Namun penguasa 

yang memimpin sidang kezaliman tersebut, dilengkapi dengan bermacam-

macam aparat agar pengadilannya mempunyai kewibawaan yang penuh 

dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.
12

 

2. KompetensiWila>yah al-Maz}a>lim 

Kompetensi absolut  yang dimiliki oleh Wila>yah a-Maz}a>lim lebih 

luas dari kekuasaan Qad}a karena memutuskan sngketa yang tidak mampu 

diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan 

untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan 

ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai 

pemerintah dan hakim-hakim.  

                                                           
12

 Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam, (Yogyakarta: 

Lkis, 2018),  65 
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Nad}ir al-Maz}a>lim mempunyai beberapa kewenangan dan tugas. 

Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan 

pengawasan penerapan hukum syara’, yang sebagiannya lagi bersifat 

administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku 

para pejabat negara serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang 

mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya. 

Sebagian lagi bersifat judisial yang berkaitan dengan penyelesaian 

persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa 

atau di antara para warga negara biasa.
13

 

Selanjutnya Abu Ya’la Al-Fara’ pemilik Kitab Al-Ahkam As-

Sulthaniyah menyimpulkan mengenai kewenangan-kewenangan khusus 

pengadilan al-maz}a>lim yakni:
14

 

a. Memeriksa perkara tindakan aniaya para penguasa terhadap rakyat; 

b. Memeriksa kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk 

mengumpulkan zakat-zakat dan harta-harta kekayaan negara yang 

lain; 

c. Mengontrol atau mengawasi para petugas administrasi negara; 

d. Mengembalikan ghasab (barang rampasan), baik ghasab sulthaniyah 

yakni ghasab yang didominasi penguasa yang zalim maupun ghasab 

                                                           
13

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378. 
14

 Salamah Muhammad al-Harafi, Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam, ( Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, Oktober 2016), 860 
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yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat yang mana mereka 

mempergunakannya seperti milik mereka sendiri; 

e. Menindaklanjuti keputusan hukum para hakim yang tidak 

dilaksanakan karena kelemahan mereka di hadapan pihak yang 

dijatuhi hukum; 

f. Memeriksa gaji-gaji para pasukan resmi yang dikorupsi atau dibayar 

secara terlambat; 

g. Mengawasi wakaf-wakaf; 

h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat 

umum yang tak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas Hisbah; 

i. Mengawasi terhadap ibadah-ibadah zhahir, yaitu ibadat-ibadat 

yang nyata seperti Jum’at, Hari Raya, Haji, dan Jihad; 

j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

Lembaga al-Maz}a>lim memiliki kewenangan untuk memeriksa 

suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. 

Apabila telah diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan, maka 

lembaga al-Maz}a>lim berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu 

pengaduan dari yang bersangkutan. 

3. Keanggotaan Wila>yah al-Maz}a>lim 

Dalam struktur keanggotaan dewan penanganan al-Maz}a>lim harus 

terdapat lima orang yang mutlak dibutuhkan oleh na>d}ir al-maz}a>lim dan 
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penanganan yang dilakukannya tidak akan bisa berjalan secara tertib dan 

lancar kecuali dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah:
15

 

a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan 

menangani tersangka yang berani; 

b. Para qadi’ untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang 

tertetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang 

berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-

pihak yang berpekara; 

c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih 

terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal 

yang masih kabur dan belum jelas baginya; 

d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang 

berlangsung di antara pihak-pihak yang berpekara, termausk dakwaan 

yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan; 

e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan 

oleh na>d}ir al-maz}a>lim dan keputusan hukum yang ia putuskan. 

Apabila para anggota majelis sidang peradilan al-Maz}a>lim 

tersebut telah lengkap, na>d}ir al-maz}a>lim baru memulai tugasnya dalam 

menangani perkara-perkara al-maz}a>lim yang ada. 

 

 

                                                           
15

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu ..., 378. 
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D. Komisi Pemilihan Umum 

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum 

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam Undang – Undang Dasar 

1945 dengan tegas telah membagi lembaga negara dalam dua kelompok, 

yaitu Lembaga Negara Utama, dan Lembaga Negara Bantu baik yang 

sifatnya independen maupun sebatas sampiran negara. Lembaga negara 

utama secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi 

kekuasaan negara yang utama, yang hubungan satu dengan yang lain 

diikat prinsip check and balances. Sedangkan lembaga negara bantu baik 

yang independen maupun sebatas sampiran negara tidak dibentuk dengan 

dasar hukum yang seragam, beberapa diantaranya berdiri atas amanat 

konstitusi, tetapi ada pula yang memperoleh legistimasi berdasarkan 

Undang - Undang ataupun Keputusan Presiden. 

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga 

negara ditinjau dari fungsi kelembagaannya, merupakan lembaga negara 

bantu dalam ranah eksekutif yang sifatnya independen. Keberadaan  

Komisi Pemilihan Umum berada pada tingkatan kelembagaan yang kuat 

sebagai komisi negara independen yang menyelenggarakan Pemilihan 

Umum di Indonesia dimana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) 

Undang- Undang Dasar 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 

 

 
 

Undang–Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum.
16

 

Menurut Jimly Asshiddiqie, Komisi Pemilihan Umum merupakan 

lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia 

yakni meliputi Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat / 

Dewan Perwakilan Daerah / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan 

Umum Prsiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat 

disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain 

yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945.
17

 

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan 

Umum harus berdasarkan pada asas-asas Penyelenggara Pemilihan Umum 

yakni langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, 

profesional, efisien, dan efektif. Komisi Pemilihan Umum dalam 

menyelenggarakan proses tahapan Pemilihan Umum memiliki tugas dan 

kewenangan untuk mengkonsep norma, membuat perancangan, program 

dan mengkoordinasikan seluruh tahapan Pemilihan Umum bersama-sama 

Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota 

                                                           
16

 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia, ( Depok : Prenadamedia Group, 

2017), 457. 
17

 Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, (T.tp.: FOKUSMEDIA, 2018), 

243-244. 
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dimana Komisi Pemilihan Umum tersebut memiliki tugas menjalankan 

Pemilihan Umum di tingkat daerah masing-masing.  

Tugas, wewenang dan kewajiban antar Komisi Pemilihan Umum 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, tugas dan kewenangan 

Komisi Pemilihan Umum berupa :
18

 

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

b. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan 

Pemilihan Umum; 

c. Mengkoordinasi,menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan 

pelaksanaan Pemilihan Umum; 

d. Menetapkan peserta Pemilihan Umum; 

e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten / Kota; 

f. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan 

pemungutan suara; 

g. Menetapkan hasil Pemilihan Umum dan mengumumkan calon terpilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

                                                           
18

 Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum...,459 
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Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten / Kota; 

h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Umum; 

i. Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan lain yang 

diatur dalam Undang-Undang. 

3. Pengangkatan  dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum 

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pemilihan Umum, dalam 

proses pengangkatan dan pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan 

Umum, Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah 

paling banyak sebelas orang. Tim seleksi tersebut akan membantu 

Presiden untuk menetapkan calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang 

akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota tim seleksi 

terdiri atas unsur pemerintah, unsur akademisi, dan unsur masyarakat. 

Tim ini harus berpendidikan paling rendah Strata-1 dan berusia minimal 

40 tahun serta dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Komisi 

Pemilihan Umum.
19

 

Tim seleksi selanjutnya akan menetapkan 14 nama calon anggota 

Komisi Pemilihan Umum dan menyampaikannya kepada Presiden. 

Kemudian, oleh Presiden diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

hingga akhirnya ditetapkan 7 nama calon anggota Komisi {Pemilihan 

Umum berdasarkan urutan peringkat teratas hasil uji kelayakan dan 

                                                           
19

 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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kepatutan. Selanjutnya hasil tersebut disampaikan kepada Presiden untuk 

kemudian ditetapkan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum melalui 

Keputusan Presiden. 

Sedangkan untuk pemberhentian anggota Komisi Pemilihan 

Umum harus didahului oleh verifikasi oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu atau karena adanya rekomendasi dari Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan anggota Komisi Pemilihan 

Umum. Dewan Perwakilan Rakyat tentu harus memiliki alasan logis 

untuk memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dalam Pasal 

37 Undang –Undang Pemilihan Umum, Pemberhentian antar waktu 

anggota Komisi Pemilihan Umum apabila karena :
 20

 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima; 

c. Berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan 

kewajiban; 

d. Diberhentikan dengan tidak hormat.
 
 

Adapun pemberhentian dengan tidak hormat dapat dilakukan 

apabila anggota Komisi Pemilihan Umum tidak lagi memenuhi syarat, 

melanggar sumpah dan janji jabatan dan/atau kode etik, tidak dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban selama tiga bulan secara berturut-

                                                           
20

 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
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turut tanpa alasan yang sah, dipidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana Pemilihan Umum dan tindak pidana lainnya, 

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya 

selama tiga kali berturut-turut, dan melakukan perbuatan yang terbukti 

menghambat dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagai 

ketentuan perundang-undangan. Anggota yang bersangkutan 

diberhentikan dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian oleh 

Presiden.
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 

82/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN 

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI 

PEMILIHAN UMUM 

 

A. Kedudukan dan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara 

Kekuasaan di bidang kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang 

merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan 

dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Badan peradilan yang 

berada dibawah Mahkamah Agung yakni dalam lingkungan Peradilan 

Agama, lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, dan 

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Salah satu lingkungan peradilan yang telah dimaksudkan adalah 

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman di Indonesia yang lahir sebagai konsekuensi diundangkannya 

Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 09 

Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan ini 

disatu sisi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang 

pejabat atau aparatur pemerintah dan disisi lain dalam rangka pembinaan, 
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penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
1
 

Kompetensi absolut pengadilan merupakan kewenangan 

pengadilan untuk mengadili berdasarkan objek, materi, atau pokok 

sengketa. Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, 

kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan 

sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata 

usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara. Ketentuan Pasal 

1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, menyatakan:
2
 

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam 

bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata 

dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan dasar 

lahirnya sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara 

merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat 

Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, 

                                                           
1
 Farah Syah Rezah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. ( Makassar : CV. Social Politic 

Genius, Cetakan Pertama, 2018), 8 
2
 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau 

badan hukum perdata.
3
 

Didalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara juga 

diatur mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagai 

objek sengketa Tata Usaha Negara. Adapun pengecualian keputusan 

objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sebagai berikut:
4
 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 

bersifat umum; 

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan 

lain yang bersifat hukum pidana; 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yanng berlaku; 

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara 

Nasional Indonesia; 

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah 

mengenai hasil pemilihan umum. 

                                                           
3
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 

Negara Indonesia, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 580. 
4
 Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 48. 
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B. Pengujian Keputusan Tata Usaha Negarà 

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 

1986 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 bahwa badan peradilan 

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan batal atau 

tidak sah keputusan tata usaha negara adalah Peradilan Tata Usaha 

Negara. Pengadilan hanya menilai apakah suatu tindakan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan urusan pemerintah telah 

sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku bagi tindakan tersebut. 

Dengan kata lain, penilaian yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara 

terbatas hanya dari segi hukumnya (peraturan perundang-undangan dan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik). 

Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian hakim 

terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan dalam Pasal 53 

Undang-Undang 05 Tahun 1986 meliputi tiga aspek, yakni aspek 

kewenangan, aspek substansi/materi, dan aspek prosedural. Pengujian 

tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dapat 

meliputi asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses 

pembentukan keputusan, asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta 

susunan keputusan, asas yang berkaitan dengan isi keputusan.
 5 

                                                           
5
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha..., 324. 
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C. Deskripsi Kasus 

Pemerintah pada tanggal 23 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi mengenai pemberhentian 

dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 

2017-2022. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut dari Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019 yang dalam salah 

satu amarnya ditujukan kepada Evi Novida Ginting Manik yang saat 

sebagai pihak teradu dari komisioner Komisi Pemilihan Umum dinilai 

terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Kasus 

pelanggaran etik tersebut bermula dari perselisihan hasil perhitungan 

perolehan suara Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat antara Hendri 

Makaluasc dengan Cok Hendri Ramapon. 

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan 

Umum Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 telah 

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 

Dari penetapan rekapitulasi perolehan suara tersebut, terdapat 

perselisihan hasil suara antara Calon Legislatif Partai Gerindra Daerah 

Pemilihan 06 Nomor Urut 01 Hendri Makaluasc dengan Nomor Urut 07 

Cok Hendri Ramapon. Perselisihan tersebut diduga karena terdapat 

penggelembungan suara oleh Cok Hendri Ramapon di 19 desa. Karena 

diduga adanya pelanggaran administrasi, Hendri Makaluasc melakukan 

pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau. 
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Pada tanggal 11 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 

Sanggau mengeluarkan putusan pelanggaran administrasi terhadap 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. Namun pada tanggal 23 

Mei 2019, sengketa tersebut telah sampai ke Mahkamah Konstitusi 

karena Hendri Makaluasc telah mengajukan perselisihan hasil pemilihan 

umum dari sengketa tersebut. Selama persidangan, ditemukan fakta 

bahwa pada tanggal 07 Juli 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Sanggau telah menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Sanggau dengan mengeluarkan Berita Acara Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 354/PY.01.1-

BA/6103/KPU-Kab/VII/2019. 

Perselisihan hasil Pemilihan Umum tersebut karena telah diajukan 

ke Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan dari Putusan Badan 

Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau disampaikan secara langsung 

didalam persidangan. Selanjutnya pada bulan Agustus 2019, Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 154/PHPU/2019 yang dalam 

amarnya menyatakan perolehan suara Hendri Makaluasc Calon Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor urut 

01 Daerah Pemilihan 06 yang benar adalah 5.384 suara. 

Menindaklanjuti dari Putusan Mahkamah, Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia memerintahkan kepada Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan perolehan suara 
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calon sesuai dengan Putusan Mahkamah. Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya menetapkan rekapitulasi hasil 

perhitungan perolehan suara pasca putusan dengan menetapkan perolehan 

suara Hendri Makaluasc yang semula 5.325 menjadi 5.384 suara dan 

menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. 

Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Barat mengenai penetapan hasil penghitungan perolehan suara pasca 

Putusan Mahkamah tersebut oleh Hendri Makaluasc dilaporkan kepada 

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas adanya dugaan 

pelanggaran administrasi. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Republik 

Indonesia mengeluarkan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilihan 

Umum dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat untuk mengoreksi perolehan suara dan menetapkan 

calon terpilih sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum 

Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019 yang telah 

dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

154/PHPU/2019. 

Didalam Berita Acara tersebut disebutkan untuk menetapkan 

suara Hendri Makaluasc sebanyak 5.384 yang semula 5.325 suara dengan 

mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Ramapon Calon Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Partai Gerindra 
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Daerah Pemilihan 06 Nomor Urut 07 sebanyak 4.185 suara yang semula 

6.599 suara. Selain itu juga memerintahkan untuk menetapkan Hendri 

Makaluasc sebagai calon terpilih. Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat selanjutnya mengirim surat permohonan arahan 

pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kepada 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 

Surat permohonan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia direspon dan diberikan arahan agar pada tetap 

mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHPU/2019. 

Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia 

tersebut dengan menghasilkan Keputusan Nomor 48/PL.01.9-

Kpt/61/Prov/IX/2019 yang pada isinya sesuai dengan Berita Acara 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 

354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019. 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian 

memanggil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk 

klarifikasi dan diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan putusan 

tersebut dengan disarankan agar tetap mengikuti amar Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Atas hal tersebut, dilaksanakanlah Rapat Pleno 

untuk menetapkan keputusan mengenai penetapan hasil perolehan suara 

Hendri Makaluasc sebanyak 5.384 yang semula 5.325 suara dan suara Cok 
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Hendri Ramapon yang semula 4.185 suara menjadi 6.599 suara. Serta 

membatalkan Hendri Makaluasc sebagai calon terpilih dengan 

menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

Atas tindakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mendapat pengaduan 

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari Hendri Makaluasc. 

Didalam pengaduan tersebut, terdapat sebelas Teradu yakni tujuh teradu 

yang berasal dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

dan empat teradu lainnya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Barat. Evi Novida Ginting Manik yang saat itu sebagai 

komisioner Komisi Pemilihan Umum didalam aduan tersebut duduk 

sebagai Teradu VII. 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemudian memanggil 

Para Teradu dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

untuk hadir dalam sidang perihal mendengarkan pokok pengaduan dari 

pengadu dan jawaban teradu. Namun Evi Novida, tidak dapat menghadiri 

sidang dikarenakan menjadi Narasumber untuk Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi se-Indonesia. Saat sidang tersebut, Hendri Makaluasc bersama 

dengan kuasa hukumnya justru membacakan Surat Pencabutan Aduan dan 

Majelis Hakim akhirnya mengabulkan pencabutan atas aduan tersebut. 
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Setelah adanya pencabutan aduan tersebut, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu ternyata tetap kembali melanjutkan persidangan 

dengan berdasar atas ketentuan yanng terdapat dalam Pasal 19 Peraturan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali memeriksa Para 

Teradu dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk mendengarkan pokok 

jawaban dari para teradu. Namun Evi Novida kembali tidak dapat 

menghadiri persidangan tersebut dikarenakan sedang menjalani perawatan 

di Rumah Sakit.  

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya 

mengadakan Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu dengan hanya dihadiri oleh empat Anggota Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

akhirnya mengeluarkan putusan yang dalam salah satu amar putusannya 

menjatuhkan pemberhentian tetap kepada Teradu VII yakni Evi Novida 

Ginting Manik dan memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk 

melaksanakan putusan tersebut. Evi Novida dinilai seharusnya memiliki 

tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan 

ketidakadilan penetapan hasil Pemilihan Umum. Terlebih saat itu Evi 

Novida menjabat sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan 
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Pemilihan Umum serta sebagai Wakil Koordinator Wilayah untuk 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Upaya administratif akhirnya dilakukan oleh Evi Novida yang 

ditujukan kepada Pemerintah atas Upaya Administratif Keberatan dengan 

terbitnya Keputusan Presiden yang dalam sengketa ini menindaklanjuti 

dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun karena 

hingga melewati tenggang waktu, Pemerintah belum menyelesaikan 

Upaya Adminsitratif Keberatan dari Evi tersebut. Maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif Keberatan 

tersebut dianggap dikabulkan. Sehingga setelah melalui Upaya 

Administratif, Evi Novida mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT. 

 

D. Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT 

1. Pihak yang Bersengketa 

a. Penggugat 

Evi Novida Ginting Manik, kewarganegaraan Indonesia, 

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komplek Tasbi 

Blok SS No. 99 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan, 

Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. 
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b. Tergugat 

Presiden Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran 

Nomor 16 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jaksa 

Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 

2020, Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan kuasa kepada 

Munasim S.H., M.H.; Sunandar Pramono S.H.,M.H.; Prautani Wira 

Swasudala S.H.; Bonidicius Raya Napitupulu S.H.,M.H.; Nathaniel 

S.H.; Wikan Sinatrio Aji S.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, 

beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Kebayoran Baru 

Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-

035/A/JA/05/2020, tertanggal 13 Mei 2020. 

2. Objek Gugatan 

Objek gugatan dalam sengketa ini merupakan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 Tentang Pemberhentian 

Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 

Tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020. Karena Keputusan Tergugat 

terikat dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

317/2019, maka pengujian terhadap Keputusan Tergugat dengan 

sendirinya menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu 

317/2019 khusus amar Nomor 3 dan Nomor 7. 
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3. Pertimbangan Hukum Hakim 

Dalam merumuskan suatu perkara Hakim memiliki pertimbangan 

yang akan dijadikan sebuah dasar hukum, diantaranya sebagai berikut : 

Bahwa Evi Novida Ginting Manik dalam hal ini sebagai anggota 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dirugikan atas 

terbitnya objek sengketa, oleh Pengadilan dinilai memiliki kedudukan 

hukum sebagai Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai syarat pengajuan 

gugatan. Selain itu upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat 

sebelum mendaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara 

masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga gugatan dapat 

diterima dan Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan gugatan 

tersebut. 

Selanjutnya, objek gugatan dalam sengketa ini merupakan 

Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu khusus amar Nomor 

03 dan Nomor 07. Maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memanggil Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk hadir dalam persidangan 

sebagai pihak terkait. Namun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

menyatakan bahwa putusannya tidak dapat dikoreksi oleh Peradilan 

Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena Putusan Dewan 
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Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan perkara di Peradilan Etik 

yang tidak terdapat dalam kewenangan Peradilan Umum maupun di 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

Bahwa objek gugatan terbit berdasarkan Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019, dimana Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan merupakan pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusannya tidak 

dapat dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga 

dengan demikian Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata 

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan secara mutatis mutandis 

merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 

Bahwa meskipun sengketa ini bukan termasuk sengketa proses 

Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana 

dimaksudkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum, namun sengketa ini secara tidak langsung bersinggungan dengan 

rezim  hukum yang lebih umum yakni hukum administrasi pemilihan 

umum. Karena persoalan pemilihan umum selalu berada dalam ranah 

hukum publik, sehingga Peradilan Administrasi memiliki kompetensi 

dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum. Meskipun 
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akan disesuaikan lebih lanjut relevansinya namun pengadilan 

berpendapat bahwa spektrum permasalahan dalam sengketa ini bukan 

sekedar pemberhentian jabatan namun lebih problematis lagi adalah 

sebagian isunya menyangkut relasi antar wewenang para penyelenggara 

pemilu dan otoritas publik lain yang terkait sehingga dapat 

dikelompokkan ke dalam rezim hukum administrasi pemilu, diluar ruang 

lingkup sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Bahwa relevansi hukum administrasi dalam sengketa ini tidak 

diragukan lagi, dalam Pasal 54 Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan menentukan mengenai Keputusan yang bersifat Deklaratif 

menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan 

Keputusan yang bersifat Konstitutif. Apabila Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mendasari objek sengketa 

dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka secara otomatis 

keabsahan terbitnya objek sengketa ditentukan secara mutlak oleh 

keabsahan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
6
 

Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat final dan mengikat tidak berarti menjadikan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu kebal hukum. Karena terdapat fakta empiris, 

yakni dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 

                                                           
6
 Putusan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT 
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yang telah membuka ruang pengujian bagi Putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 

telah menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat final dan mengikat saat masih diatur dalam Pasal 112 ayat (12) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum. 

Dalam amar putusannya menyatakan: 

frasa final dan mengikat tersebut tidak dapat disamakan dengan 

lembaga peradilan pada umumnya. Sifat Putusan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu harus diartikan final dan mengikat bagi Presiden, 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, 

maupun Badan Pengawas Pemilu. Adapun keputusan Presiden,Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, maupun 

Badan Pengawas Pemilu adalah merupakan keputusan Pejabat Tata 

Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata 

Usaha Negara. Apakah Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa 

dan menilai kembali Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

yang menjadi dasar, hal tersebut merupakan kewenangan peradilan Tata 

Usaha Negara. 

Bahwa berdasarkan atas prinsip negara hukum sebagai 

fundamental negara Republik Indonesia, penegakan hukum atau etika 

tidak berada di ruang hampa karena penggunaan suatu kewenangan 

dengan seharusnya diikuti oleh pertanggung jawaban hukum. Apabila 

ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Administrasi 

Pemerintahan dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) Undang-Undang 
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Nomor 07 Tahun 2017 disikapi secara letterlijk maka akses keadilan 

dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis, akan terkunci 

otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik-formal, karena 

diakui begitu saja prostulat tidak adanya ruang pengujian. 

Oleh karena itu untuk menghindari kebuntuan sistem hukum 

kedua keputusan dalam gugatan ini tidak bisa dilepaskan dari 

pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan diatas, sehingga 

apabila ditemukan cacat yuridis diantara salah satu dari kedua 

keputusan tersebut maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya 

keputusan lainnya. Dalam sengketa ini, pengadilan membatasi pengujian 

yuridisnya hanya dari aspek kewenangan dan aspek prosedural. Untuk 

aspek substansi dikecualikan pengujiannya oleh pengadilan, untuk 

menghindari kemungkinan tindakan diluar kuasa pengadilan dan sebagai 

bentuk penghormatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

sebagai organ Tata Usaha Negara yang menjalankan kuasi peradilan. 

Bahwa berdasarkan Pasal 159 dan Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi 

kepada penyelengara Pemilihan Umum yang melanggar kode etik salah 

satunya pemberian sanksi terkait dengan anggota Komisi Pemilihan 

Umum yang dapat diberhentikan antar waktu karena telah melanggar 

sumpah jabatan atau kode etik dan yang dapat menindaklanjuti 
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pemberhentian tersebut merupakan Presiden. Sehingga dalam hal ini, 

Tergugat berwenang dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa 

selama untuk menindaklanjuti kewenangan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu dalam memberikan sanksi pemberhentian tetap 

kepada anggota Komisi Pemilihan Umum. 

Selanjutnya, bahwa saat persidangan pertama meskipun aduan 

telah dicabut oleh Pengadu yakni Hendri Makaluasc namun para Teradu 

kembali dipanggil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk 

menghadiri persidangan kedua perihal mendengarkan pokok pengaduan 

dari pengadu maupun teradu. Namun pada persidangan pertama dan 

kedua Evi Novida (Penggugat) tidak dapat menghadiri panggilan sidang, 

karena ketidakhadiran pertama menjadi narasumber untuk Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia dan ketidakhadiran kedua 

karena sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kuningan. 

Dengan demikian baik pemanggilan pada persidangan pertama dan 

kedua tidak sesuai dengan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 42 Peraturan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017. 

Dilanjutkannya persidangan dan pengambilan putusan oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut, tidak memenuhi 

syarat dan kondisi untuk tetap membahas atau bahkan menetapkan 

putusan. Terlebih Evi Novida yang tidak pernah menghadiri persidangan 
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sebelumnya, namun persidangan oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tetap dilanjutkan hingga akhirnya penetapan 

putusan tanpa kehadiran yang bersangkutan. Jika alasan ketidakhadiran 

Evi Novida ( Penggugat ) pada saat sidang tidak dipertimbangkan, maka 

seperti menghilangkan hak dan kesempatan untuk mengajukan hak 

pembelaan diri.
7
 

Bahwa persidangan tetap dilanjutkan oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu ini dengan dasar pada Pasal 19 Peraturan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017, namun 

alasan untuk dilanjutkannya proses persidangan juga seharusnya 

dijelaskan secara proporsional, rasional dan transparan. Karena 

meskipun dalam pasal tersebut diberikan kewenangan diskresioner 

kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menurut Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat beberapa syarat 

pelaksanaan penggunaan kewenangan diskresioner. Alasan hukum yang 

harus diberikan semakin krusial bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilihan Umum yang mengemban fungsi sebagai lembaga kuasi 

peradilan yang kepadanya berlaku juga asas-asas umum peradilan yang 

baik. 

Alasan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu dalam penggunaan diskresi harus sesuai dengan asas-asas Hukum 

                                                           
7
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Acara yang baik terutama mengenai asas memberi alasan yang cukup. 

Putusan yang dihasilkan karena tidak dilaksanakannya asas tersebut 

dapat dinyatakan sebagai kurang pertimbangan termasuk sebagai 

kelalaian hukum acara sehingga dapat mengakibatkan putusan tersebut 

menjadi batal. Bahwa kewajiban memberikan alasan hukum yang 

sebagaimana dimaksud diatas semakin tak trehindarkan dalam konteks 

pentingnya keadilan bagi semua pihak. 

Disisi lain dalam pelaksanaan Rapat Pleno, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu tidak mempertimbangkan hukum acaranya sendiri 

dengan hanya menghadirkan empat orang anggota dimana hal tersebut 

juga bertentangan dengan syarat kuorom yang telah diatur dalam Pasal 

36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tentang 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.  

Terlepas dari alasan perpindahan satu anggota Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu dalam jabatan publik lain, sehingga kuorom untuk 

syarat sahnya tidak terpenuhi, namun semestinya lebih disadari bahwa 

hukum acara bukan sekedar mengatur tata cara menegakkan aturan 

hukum materiil. Hukum acara yang dirumuskan dalam peraturan yang 

mengikat secara umum merupakan perwujudan esensial hak para pencari 

keadilan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya serta 

sebagai rambu-rambu pembatas bagi setiap otoritas yang bertindak 

untuk dan atas nama hukum (atau etika) 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019 bertentangan 

dengan pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 458 

ayat (3), (4), (5) dan ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Umum maupun 

dengan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum terlebih 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya mengenai 

asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas 

kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. 

Sehingga Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

Nomor 317/2019 yang menjadi dasar adanya keputusan objek sengketa 

ini mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan maupun dengan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik. Maka dengan sendirinya keabsahan keputusan Tergugat 

menjadi tidak terpenuhi secara yuridis. 

4. Amar Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan 

Penggugat untuk seluruhnya, dengan : 

- Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

34/P/.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-

2022 
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- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang 

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan 

Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022 

- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan 

memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum 

diberhentikan 

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 332.000,00. (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
8
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BAB IV 

TINJAUAN FIQH SIYASAH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA 

NEGARA NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN 

KEPUTUSAN  PEMBERHENTIAN  DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 

A. Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT 

Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 

2020 mengenai pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi 

Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 sebagai tindak lanjut dari 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019 

yang dalam salah satu amarnya ditujukan kepada Evi Novida Ginting 

Manik. Dalam putusan tersebut Evi sebagai pihak teradu dari komisioner 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dinilai telah melanggar 

kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam pokok aduan 

disebutkan bahwa para teradu dari Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia mengintervensi para teradu dari Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Barat dalam penetapan hasil perolehan suara dan 

penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat. Karena merasa dirugikan adanya keputusan 

tersebut, Evi Novida melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara dengan perkara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. 
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Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri memiliki kompetensi 

absolut berupa penyelesaian sengketa tata usaha negara akibat 

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan 

Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan berupa 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha 

Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat 

konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata. Namun terdapat pengecualian 

keputusan yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, 

sebagai berikut: 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum 

perdata; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang 

bersifat umum; 

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; 

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan 

lain yang bersifat hukum pidana; 

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil 

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yanng berlaku; 

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara 

Nasional Indonesia; 
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g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah 

mengenai hasil pemilihan umum. 

Didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT, Hakim mempertimbangkan bahwasanya Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan merupakan pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009, sehingga Keputusan objek sengketa tidak dapat dikecualikan 

sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu berdasarkan Pasal 

54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan yang 

bersifat Deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang 

menetapkan Keputusan yang bersifat Konstitutif. Sehingga apabila 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mendasari objek 

sengketa dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka secara 

otomatis legalitas terbitnya objek sengketa ditentukan secara mutlak oleh 

legalitas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki 

putusan yang bersifat final dan mengikat, namun yang perlu diperhatikan 

bahwa frasa final dan mengikat tersebut tidak berarti dapat ditafsirkan 

sama dengan peradilan pada umumnya. Sebagaimana penjelasan dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bahwasanya 

frasa final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu hanya berlaku bagi Presiden, dan Penyelenggara Pemilu. 

Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung Putusan Mahkamah 
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Konstitusi tersebut membuka ruang terbuka bagi pengujian Putusan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian hakim 

terhadap Keputusan Tata Usaha Negara meliputi tiga aspek, yakni aspek 

kewenangan, aspek substansi/materi, dan aspek prosedural. Pengujian 

tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan 

yang baik. Namun dalam sengketa ini, Pengadilan hanya membatasi 

pengujian yuridisnya hanya berdasarkan ass-asas umum pemerintahan 

yang baik, aspek kewenangan dan aspek prosedural saja. Untuk aspek 

substansi dikecualikan, untuk menghindari kemungkinan tindakan diluar 

kuasa pengadilan dengan masuknya Pengadilan ke dalam ‚kotak pandora‛ 

penilaian. 

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam aspek kewenangan 

penerbitan keputusan objek sengketa, sudah sesuai dengan Pasal 159 dan 

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan 

dalam memberikan sanksi kepada penyelengara Pemilihan Umum yang 

melanggar kode etik salah satunya pemberian sanksi terkait dengan 

anggota Komisi Pemilihan Umum yang dapat diberhentikan antar waktu 

karena telah melanggar sumpah jabatan atau kode etik dan yang dapat 

menindaklanjuti pemberhentian tersebut merupakan Presiden. 
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Dalam prosesnya, pemberhentian anggota Komisi Pemilihan 

Umum didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu atau rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alasan 

pemberhentian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum dapat 

dikarenakan meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak mampu 

melaksanakan tugas dan kewajiban, serta diberhentikan dengan tidak 

hormat. Karena yang berhak dalam pengangkatan maupun pemberhentian 

anggota Komisi Pemilihan Umum yakni Presiden dengan mengeluarkan 

Surat Keputusan Presiden. 

Sedangkan berdasarkan aspek proseduralnya Hakim 

mempertimbangkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam 

menetapkan putusan dinilai tidak mempertimbangkan hukum acaranya 

sendiri. Meskipun di dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu telah diberikan kewenangan diskresioner dalam 

melanjutkan atau menghentikan pengaduan, namun penggunaan 

kewenangan tersebut perlu diperhatikan kembali. Karena dalam 

penggunaan kewenangan diskresioner perlu diikuti dengan sejumlah 

syarat disertai dengan memberikan alasan hukum yang rasional dan 

transparan. 
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Dengan demikian dilanjutkannya persidangan aduan yang telah 

dicabut tanpa menjelaskan alasan dilanjutkannya persidangan, maka telah 

menghilangkan asas keadilan bagi semua pihak apalagi Evi Novida yang 

tidak dapat hadir dalam persidangan untuk menyampaikan 

jawaban/pembelaan, sehingga kehilangan hak untuk membela diri. Hingga 

adanya penetapan putusan, jawaban pembelaan dari Evi Novida belum 

pernah didengar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sesuatu 

hal yang jelas semakin kontradiktif dengan hilangnya kepentingan 

pengadu yang telah mencabut aduan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dalam Pasal 458 ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5).  

Selain itu, saat rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu juga dinilai telah melanggar hukum acaranya sendiri yakni Pasal 

36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seharusnya menghadirkan 

minimal lima orang anggota, namun ternyata rapat pleno tersebut hanya 

dihadiri oleh empat orang anggota. Jika terdapat perubahan dalam Hukum 

Acara seharusnya hal tersebut diatur perubahannya dalam produk hukum 

yang sejenis atau setidaknya setingkat. 

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melanggar 

produk hukumnya sendiri terlebih yang diamanahkan oleh Undang-
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Undang Pemilihan Umum, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran 

due process of law, pelanggaran oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam 

melaksanakan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya apabila 

terdapat keputusan yang dihasilkan dan terbukti melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, secara otomatis keputusan tersebut 

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan harus dibatalkan. 

Atas berbagai pertimbangan, Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta mengabulkan seluruh gugatan dari Evi dalam Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Maka tergugat wajib 

untuk membatalkan keputusan yang menjadi objek sengketa yakni 

Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020. Meskipun Pemerintah 

ketika menerbitkan surat keputusan tersebut hanya menjalankan fungsi 

administratif sebagai tindak lanjut dari putusan dkpp, namun apabila ada 

putusan pengadilan yang menyatakan batal Keputusan Presiden tersebut 

maka yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut secara hukum 

juga ikut batal. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

juga harus menghormati putusan pengadilan karena hak eksekusi dari 

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah dinyatakan batal 

demi hukum oleh pengadilan.  

Jadi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjelaskan bahwa 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan merupakan pelaku 

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
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Nomor 48 Tahun 2009, sehingga putusan yang dihasilkan tidak dapat 

disamakan seperti putusan lembaga peradilan pada umumnya. 

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tersebut, sudah sesuai 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik. 

 

B. Tinjuan Fiqh Siya>sah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT 

Pada konsep negara Islam, ilmu mengenai tata negara atau 

pengaturan urusan umat dan negara dikenal dengan Fiqh Siya>sah. Ruang 

lingkup objek kajian Fiqh Siya>sah dapat dibagi menjadi tiga bagian 

pokok, yakni politik perundangan-undangan (al-siya>sah al-dustu>ri>yah), 

politik luar negeri (al-siya>sah al-khari>ji>yah), dan politik keuangan dan 

moneter (al-siya>sah al-ma>li>yah). Politik Perundang-undangan ( Siya>sah 

Dustu>ri>yah ) membahas mengenai hubungan timbal balik antara 

pemimpin dengan rakyat maupun lembaga yang berada didalamnya. 

Kemudian hubungan tersebut diatur dalam perundangan yang 

menyangkut masalah kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara 

untuk membagi menjadi beberapa kekuasaan. 

Kekuasaan dalam negara dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang 

meliputi lembaga legislatif atau tasyri’iyyah, lembaga yudikatif atau 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 

 

 
 

qad}a>’iyah, dan lembaga eksekutif atau ida>riyah. Menurut ulama Fiqh, 

lembaga peradilan merupakan lembaga independen yang dihadapan 

majelis hakim para pihak yang bersengketa tidak boleh dibeda-bedakan. 

Karena tujuan pokok pengadilan dalam Islam bukan untuk mengorek 

kesalahan, namun untuk menegakkan kebenaran. Lembaga peradilan 

dalam Islam (Siya>sah qad}a>iyyah) dibedakan berdasarkan jenis perkara 

yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qad}a, 

Wilayah al-Maz}a>lim, dan Wilayah al-H}isbah. 

Berdasarkan fiqh siya>sah, permasalahan yang dialami oleh Evi 

Novida Ginting Manik yakni perihal pemberian sanksi berupa 

pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Komisi Pemilihan 

Umum dapat diselesaikan oleh Wila>yah al-Maz}a>>lim. Karena Wila>yah al-

Maz}a>lim memiliki kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk 

kezaliman penguasa kepada rakyat. Segala macam kezaliman yang telah 

dilakukan individu, para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara 

beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai kezaliman. Sehingga 

kezaliman tersebut diserahkan kepada khalifah ataupun orang yang 

menjadi wakil khalifah yang disebut Qadi’ al-Maza}>lim..’Keberadaan 

Wila>yah al-maz}a>lim dengan kewenangan yang dimilikinya tentunya juga 

untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan dilakukan oleh para 

penguasa agar hak-hak warga negara tetap terjaga. 
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Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020  

merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 317/2019 yang dalam 

salah satu amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap 

kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisi Pemilihan 

Umum. Padahal didalam persidangan aduan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu, Evi belum pernah didengar pembelaannya oleh 

majelis hakim. Sebelumnya, Evi sudah dua kali tidak dapat hadir dalam 

sidang, ketidakhadiran pertama karena menjadi Narasumber untuk Komisi 

Pemilihan Umum se-Indonesia dan ketidakhadiran kedua karena sedang 

sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga, apabila alasan 

ketidakhadiran Evi tersebut tidak dipertimbangkan, maka seperti 

menghilangkan hak dan kesempatan Evi untuk mengajukan hak 

pembelaan diri. 

Selain itu, meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

memiliki kewenangan diskresi dalam meneruskan atau menghentikan 

pengaduan, namun dalam penggunaan kewenangan tersebut harus disertai 

dengan alasan yang transparan dan rasional. Dalam kondisi seperti ini, 

jika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu masih meneruskan 

persidangan hingga adanya penetapan putusan, jelas menjadi suatu hal 

yang kontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang telah 

mencabut aduan,. 
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Di dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa Hakim dalam 

menetapkan suatu putusan harus bertindak adil dan tidak boleh mengikuti 

hawa nafsu. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Shaad Ayat 26 dan 

QS. Al-Ma’idah Ayat 8. 

فَةُ ُجَعَلْنٰكَُُاِنَُُّدُ ٗ  يٰدَاو ُعَنُُْفَ ي ضِلَكَُُالْْوَٰىُتَ تَبِعُُِوَلَُُْبِِلَْْق ُُِالنَاسُُِبَ يَُُْفاَحْك مُُْالَْْرْضُُِفُُِخَلِي ْ
اِنَُُاللٰ ُُِسَبِيْلُِ بِاَُشَدِيْدُ ُعَذَابُ ُلَْ مُُْاللٰ ُُِسَبِيْلُُِعَنُُْيَضِلُّوْنَُُالَذِيْنَُُۗ  لِْْسَابُِاُيَ وْمَُُنَس وْاُۗ   

Artinya : ‚Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah 

(penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa 

nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

Perhitungan.‛
1
 

ُوَلَُْيََْرمَِنَك مُْشَنَاٰن ُقَ وْمُ 
كُ وْن  وْاُقَ وَامِيَُْللِٰ ُِش هَدَاۤءَُبِِلْقِسْطِِۖ يَ ُّهَاُالَذِيْنَُاٰمَن  وْا عَلاٰىُالََُُْيٰاٰ

ُبِاَُتَ عْمَل وْنَُتَ عْدِل وْاُ  ر   خَبِي ْ َُ اِنَُاللٰ َُ ُوَاتَ ق واُاللٰ  ُللِتَ قْوٰىِۖ ُه وَُاقَْ رَب 
اِعْدِل وْا   

Artinya : ‚Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak 

(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) 

dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena 

(adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu 

kerjakan.‛
2
 

 

Kewajiban dalam memberikan alasan yang rasional dan transparan 

dalam melanjutkan persidangan oleh lembaga peradilan, merupakan 

sebagai bentuk keadilan bagi semua pihak yang ada dalam aduan tersebut. 

Karena dalam konsep hukum islam, jabatan qadhi’ memiliki tanggung 

jawab yang besar. Dalam memutus perkara qadhi’ harus memiliki sikap 

                                                           
1
 Qur’an, Shaad, Ayat 26 

2
 Qur’an, Al-Ma’idah, Ayat 8 
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adil dan pemahaman bagaimana yang baik dan benar sesuai aturan 

syari’at dan juga aturan hukum yang berlaku.  

Sesuai dengan tujuan pengadilan dalam Islam yakni dalam 

menegakkan kebenaran, sejalan dengan konsep wila>yah al-maz}a>lim maka 

permasalahan Evi Novida sudah tepat diselesaikan melalui wilayah 

peradilan yang sesuai dengan sengketa ini yakni Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta. Evi Novida merasa kehilangan hak dan kesempatan untuk 

mengajukan hak pembelaan diri karena selama persidangan aduan tidak 

pernah didengarkan jawabannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu hingga adanya rapat pleno putusan. Oleh sebab itu, terbitnya 

Keputusan Presiden yang meskipun keputusan tersebut hanya bersifat 

administratif namun dasar yang menjadi terbitnya keputusan yakni 

Putusan DKPP juga dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta apabila terbukti melanggar perundang-undangan yang 

berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT menyatakan bahwa dasar yang menjadi 

terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 yakni 

Putusan DKPP Nomor 317/2019 mengandung cacat yuridis karena 

bertentangan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 

458 ayat (3), (4), (5), (8) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan 

Pasal 36 Peraturan DKPP Nomor 02 Tahun 2019 sehingga pengadilan 

berdasarkan kewenangan yang dimiliki dalam menyelesaikan 

sengketa tata usaha negara memutuskan untuk menyatakan batal 

Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020. 

2. Permasalahan terkait pemberhentian dengan tidak hormat anggota 

Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik berdasarkan 

konsep fiqh siya>sah dapat diselesaikan oleh wila>yah al-maz}a>lim yang 

mempunyai kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk 

kezaliman penguasa kepada hak-hak rakyat. Karena Evi kehilangan 

hak dan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri selama 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75 

 

 
 

sidang aduan dkpp, sehingga merasa dirugikan atas adanya penetapan 

Putusan DKPP Nomor 317/2019 yang kemudian ditindak lanjuti 

dengan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020. 

 

B. Saran 

1. Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 hendaknya lebih 

diperjelas kembali, terlebih peraturan tersebut merupakan produk 

yang diamahkan oleh Undang – Undang untuk Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu yang mengatur mengenai Hukum Acara 

Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu yang berperan sebagai lembaga kuasi peradilan 

dalam penyelenggaraan pemilu seharusnya lebih berhati-hati dalam 

memutuskan pengaduan atau pelaporan, sehingga tetap menjaga 

integritas dan kredibilitas institusi penyelenggara pemilu. 

2. Dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 

82/G/2020/PTUN-JKT, diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau 

jalan pembuka bagi pihak yang merasa dirugikan dengan Keputusan 

Tata Usaha Negara yang terbitnya berdasarkan atas Putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 
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